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RINGKASAN 

PENGEMBANGAN KONSEP "WIN-WIN SOU/TION" DALAM KONTRAK BISNIS 
(Upaya Mencari Model Konlrak .vang Menrmjang Kegialall Dunia ('",alza) (Agus Yudha 
Hernoko, 2002, 23 halaman) 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikuti : (I) 

Bagaimanakah upaya mengembangkan konsep "win-win sollllion" dalam kontrak bisnis 

yang mampu menunjang aktivitas dunia usaha ? (2) Bagaimanakah modd kontrak bisnis 

yang mampu memberikan kepastian hukum, kcadilan daan kemanfaat ( nilai tambah) bagi 

para pihak sesuai dengan konsep win-win solution? 

Penelitian ini bertujuan untuk: (a) Penelitian ini bertujuan untuk mencari model 

kontrak bisnis yang mampu mcmberikan jaminan kepastian hukum, memberikan rasa 

keadilan dan kemanfaatan (nilai tambah!added vallie) bagi para pelaku usaha; (b) 

Diharapkan melalui ,penelitian ini akan diperoleh model kontrak win-will solulion yang ideal 

sehingga mampu memberikan posisi yang seimbang di antara para pihak. Dengan demikian 

pola kontrak win-win solution itu akan menjadi suatu simhiosis mlJlualisma yang saling 

menguntungkan dalam dunia bisnis; (c) Dari sisi praktis, bcranjak Jari pemikiran bahwa 

pranata hukum hendakoya tidak hanya dilihat dari sisi statisnya (law ill book), melainkan 

harus diteropong dalam bentuk operasionalnya (law ini action). Hal ini mengingat berperan 

atau tidaknya hukum hanya dapat diliha~ pada "law in aClion" dari hukum itu sendiri. 

Melalui penelitian ini diharapkan muncul format baru model kontrak win-win solution yang 

antisipatif, handal dan dinamis, serta mampu memberikan keadilan dan kepastian bagi para 

pihak. Melalui model kontrak ini diharapkan akan tenvujud pola hubungan saling 

menguntungkan (simbiosis mutualisma), yang pada akhirnya menunjang iklim usaha yang 

kondusif. Hasil penelitian ini kiranya dapal dimanfaatkan oleh pelbagai pihak, antara lain: 

Para pelaku bisnis; para contract drafter; Akademisi; Pihak lain yang membutuhkan 

pemahaman tentang model kontrak yang ideal. 

Pendekatan masalah yang diopergunakan untuk mengakji penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif Pemilihan pendekatan ini mengingat telaah terhadap 

permasalahan penelitian ini bersumber pada materi perundang-undangan, teori-teoTi, 

III 



doktrin, serta konsep yang berhubungan dengan aspek hukum kontrak. Dalam penelitian 

ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, meliputi bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Dengan melalui tahapan-tahapan inventarisasi dan identifikasi 

terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yang kemudian 

dilakukan sistematisasi terhadap keseluruhan bahan hukum yang ada. Rangkaian tahapan 

inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi tcrscbut dimaksudkan untuk mcmperrnudah 

pengkajian dari perrnasalahan penelitian. 

Dalam penyusunan kontrak bisnis yang mengacu pada azas kebebasan ~rkontrak 

hendaknya senantiasa memperhatikan aspek-aspek lain yang membatasinya. Hendaknya 

senantiasa diperhatikan bahwa hubungan para pihak yang berkontrak adalah sebagai mitra 

atau partner. Kemitraan dalam berkontrak diantara para pihak tersebut mengarah pada pola 

hubungan simbiosis mutualisma (saling menguntungkan) yang pada akhimya berrnuara 

pada "win-win solution". 

(L.P. Fakultas Hukum Universitas Airlan~a: No. Kontrak 589/J03.2IPG/200 1,13 Juni 
2001) 
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I. PENDAHULUAN 

1. Latar BeJakang 

Perkembangan dunia menuJu era milenium III ditandai dengan semakin pesatnya 

' Ioncatan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Perkembangan ini terasa 

semakin multi dimensi ketika dihadapkan pada tunt~tan dan kebutuhan man usia yang 

demikian beragam. Kompleksitas ini semakin bertambah manakala dihubungkan dengan pola 

interaksi bisnis yang teIjalin di masyarakat modem. 

Di era globalisasi di mana dunia seo~ah menjadi tidak berbatas (burderless wurld) 

telah menempatkan semua penduduk dunia dalam satu perkampung global. Implikasi ini telah 

mengubah wajah perdagangan dan perekonomian dunia menjadi bentuk bisnis dalam 

perkampungan global (business in global village). Kondisi ini dengan tepat digambarkan 

Daniel Davidson, " We are so economically inlerdependenl on one anollll!r Ihal we do live in 

global village. ,,1 Riuh rendah aktifitas tersebut pada akhimya juga merambah bidang hukum, 

yang nota bene diharapkan senantiasa adaptif dan reaktif dalam merespon segal a bentuk 

perubahan dan tantangan perkembangan zaman. 

Bagi bangsa Indonesia arus'globalisasi yang melanda ke segenap penjuru dunia ini 

mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh optimis dan kesiapan dari semua unsur serta 

potensi yang ada. Perubahan yang <.:epat di bidang perdagangan dan ekonomi , sekaligus 

menuntut perubahan dan pengembangan hukum yang cepal, dinamis dan aktual (respomive 

I M. Yabya Harabap, Beberapa Tilljauan Ten/(JJIK Permasalahan Hukum (huh kesaw). PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1997, h. 92. 
2 Menurut Nonet dan Selznick ·hukum yang responsif (responsive law) adalah hukum yang tanggap. dimana 
antara politik dan hukum menyatu. Kondisi ini pad a umurnnya terwujud di negara maju (pos/ indus/rial 
countries). yang ditandai dengan ditegakkan demokrasi dengan sendi utamanya: kebebasan. persamaan dan 



Dalam dunia bisnis dimana pola hubungan di antara para pelakunya senantiasa 

berorientasi pada dalil-dalil efisiensi, maka dalam merealisasikan hubungannya pun 

senantiasa dieari bentuk atau model hubungan yang praktis namun mampu memenuhi 

kebutuhan mereka. Sehubungan dengan itu, maka dibutuhkan kerangka yang mampu 

. membingkai dan mewadahi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam berinteraksi, yaitu 

dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak. Melalui kontrak para pelaku bisnis 

menuangkan maksud dan tujuan interaksi di antara mereka 

Dalam perkembangannya, model kontrak yang tercipta diantara para pihak demikian 

beragam. Salah satu model kontrak yang berkembang seiring dengan kebutuhan pelaku 

bisnis modem adalah mudd kontrak standarlkontrak baku. Melalui model kontrak standar 

(yang sudah dalam bentuk baku) para pihak tinggal mengisi beberapa hal yang mereka 

sepakati. Model "instant,,3 ini mer..lpakan pilihan yang ideal bagi para pelaku bisnis karena 

dianggap lebih akomodatif bagi dunia bisnis, mengingat sifatnya (yang pada urnurnnya) 

sederhana, cepat, murah dan efisien adalah salah satu latar belakang pilihan itu. 

Pada dasamya kontrak standar tidak bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak 

yang menjadi pondasi hubungan para pihak. Mengingat azas kebebasan berkontrak memberi 

peluang dan kemudahan bagi para pihak wlluk 1Il~IlWUlgkiUl kdlt;llliakllya k~ dalam ~nluk 

perjanjian baik secara lisan maupun tulisan (bahkan model kontrak standar/baku). 

Dalam kontrak bisnis yang pada urnurnnya berbentuk standar, senantiasa dikesankan 

sebagai kontrak yang berat sebelah dan tidak seimbang. Banyak fakta yang menunjukkan 

keadilan. Bandingkan dengan B. Arier Sid bartA, Reflelcsi lenlang SlroklUr IImu Hukum, Mandar Maju, 
Bandung, 1999, h. 50 -52. 
3 Dalam dunia yang serba maju dengan berbagai kompleksitasnya, trend kebutuhan terhadap segala sesuatu yang 
tersedia deogan cepat temyata menjadi bagian dari kehidupan nwwsia modem. Dalam pelbagai hal, tennasuk 
kontrak pun seolah seperti makanan "fast footl' yang hams dapat tersaji dengan cepat dan hangat. 
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dalam pelbagai model kontrak standar selalu didominasi dengan "optie" yang 

menguntungkan salah satu pihak. Kontrak yang demikian seringkali ditat1)silkan dengan 

pertarungan antara "David vs Goliath", dimana berhadapan dua kekuatan yang tidak 

seimbang, antara pihak yang mempunyai bargainmg position kuat (baik karena penguasaan 

modal/dana, teknologi maupun skill - yang diposisikan sebagai Goliath) dengan pihak yang 

lemah bargaining position-nya (yang diposisikan sebagai David). Dengan demikian pihak 

yang lemah bargaining posisilionnya hanya sekedar menerima segala isi kontrak dengan 

terpaksa (taken for granted), sebab apabila ia mencoba menawar dengan altematif lain 

kemungkinan besar akan meneri,ma konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan. Jadi 

hanya ada dua altematif pilihan bagi pihak yang lemah bargaining posisition-nya untuk 

menerima atau menolak (take it or leave it). 

Dari kacamata hukum pun temyata model kontrak standar masih sering 

diperdebatkan (bahkan menjadi polemik). 8agi pihak yang mendukungnya, keberadaan 

kontrak standar dipandang sebagai bagian dari dinamika perkembangan masyarakat modem. 

Pada sisi lain, pihak yang mempennasalahkan keberadaan kontrak standar ini 

dilatarbelakangi oleh fenomena masih banyaknya model kontrak standar yang berat sebelah, 

pincang, dan tidak seimbang. Seringkali dirasakan kontrak stan dar yang dibuat memherikan 

pembatasan-pembatasan serta prasyarat yang dipaksakan, sebagaimana tercennin daTi 

klausula-klausula kontraknya (restrictive practices), sehingga dianggap herat sebelah serta 

merugikan kepentingan salah satu pih~. Karena itu perlu dikaji mengenai kebebasan 

berkontrak para pihak yang mengacu pada keseimbangan para pihak, bukan suatu 

keterpaksaan (taken for granted atau take it or leave it). Disini muncul problematika 

mengenai kebebasan berkontrak bagi para pihak. Masih adakah "mutual assent" dalarn 
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kontrak standar, merupakan lontaran kritis yang sarat maknawi dan kontehtual bukan 

sekedar gramatikal dan tekstual. 

Secara faktual yang tampak justru' bukan nuansa kontrak win-win solution yang 

saling menguntungkan para pihak, tapi justru kontrak 'win-lose solution yang merugikan 

salah satu bahkan para pihak. Tentunya bagi kepentingan dunia bisnis dan pelaku bisnis 

situasi ini jelas tidak mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif. 

Karena itu perlu dikaji mengenai kebebasan berkontrak para pihak yang mengacu 

pada keseimbangan para pihak, bukan suatu keterpaksaan (taken for granted atau take it or 

leave it). Secara faktual banyak kontrak bisnis yang tidak menampakkan nuansa kontrak 

win-win solution tapi justru kontrak win-lose solution. Tentunya bagi kepentingan dunia 

bisnis, khususnya bagi pelaku usaha, situasi ini tidak akan menjamin terwujudnya tatanan 

hukum yang mampu memenuhi kebutuhan mereka dan secara makro jelas tidak mampu 

menunjang pembangunan nasional. Dengan demikian idea menuju negara yang "gemah 

ripah lohjinawi, tata tentrem kerta raharja" sulit untuk terwujud. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian 

ini diajukan permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah upaya mengembangkan konsep "win-win solution" dalam kontrak 

bisnis yang mampu menunjang aktivitas dunia usaha ? 

b. Bagaimanakah model kontrak bisnis yang mampu memberikan kepastian hukurn. 

keadilan daan kemanfaat ( nilai tambah) bagi para pihak sesuai dengan konsep win

win sol uti on ? 

4 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Pande Radja Silalahi. dalam era ini pcrkembangan ekonomi Indonesia 

akan sangat ditentukan oleh perkembangan hukum. Untuk itu harus tercipta interaksi yang 

saling mendukung antara hukum dan ekonomi. dimana hukum melalui perangk~t dan 

produknya mampu mendukung dinamisasi gerak ekonomi dengan tetap mengacu pada . 
prinsip efektifitas dan efisiensi.4 Dalam dunia ekonomi prinsip efisiensi merupakan hal 

yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dengan efisiensi maka pelaku ekonomi berusaha 

menekan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka proses produksi, sehingga 

terhindar dari kendala ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Dus dengan demikian 

• 
penerapan prinsip efisiensi akan meningkatkan kemampuan daya saing para pelaku ekonomi 

dalam berkompetisi di pasar global. 5 

Tuntutan agar hukum mampu berinteraksi serta mengakomodir kebutuhan dan 

perkembangan ekonomi dengan prinsip efisiensinya, merupakan fenomena yang harus 

segera ditin~aIijuti apabila tidak ingin terjadi kepincangan antara laju gerak ekonomi 

yang dinamis dengan mandeknya (statis) perangkat hukum. Ada bermacam cam untuk 

memacu sinergi perkembangan ekonomi dengan sikap antisipatif hukum. Menarik untl:lk 

disimak analisis Charles Himawan yang menyatakan bahwa hubungan antara temuan ilmiah 

dalam bidang hukum dengan pembangunan ekonomi baru ada apabila terbukti hukum 

memang berperan dalam proses pembangunan ekonomi. Hal ini merupakan tantangan berat 

bagi para ilmuwan hukum. Untuk menjawab tantangan ini pranata hukum hendaknya tidak 

4 Pande Radja Silalahi. "Profesionalisme Dan Etika Pengusaha Terhadap Kebijakan Ekooomi Pcmerintah", 
Seminar Peran Hulcum Bisnis MetlKhadapi F.ra AFfA dan APEC. Diselenggarakan Senal Mahasiswa FaJcuItas 
Hukum Universitas Airlangga, Garden Palace Hotel Surabaya, 6 Maret 1997. 
5 Ibid. 
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terlalu banyak diteropong dalam bentuk statisnya (law in book), melainkan harus diteropong 

dalam bentuk operasionalnya (law ini action). Hal ini mengingat berperan atau tidaknya 

hukurn hanya dapat dilihat pada "law in action" dari hukum itu sendiri. 6 

Dalam bidang ekonomi terdapat konsep-konsep yang dapat ditransfer untuk 

dijadikan bahan pertimbangan bidang hukum agar prod uk perangkat peraturannya 

mampu mendukung perekonomian Indonesia menuju sistem perdagangan bebas dunia 

Konsep-konsep tersebut meliputi maksimalisasi (maximali:ation), keseimbangan 

(equlibrium), dan efisiensi (efficiency). Berdasarkan konsep-konsep tersebut bidang 

" hukum harus mampu memaksimalkan maupun menyeimbangkan potensi yang ada untuk 

memberikan jaminan dan kepastian hukum, tanpa meninggalkan konsep efisiensi. Suatu 

proses dapat dikatakan mencapai efisiensi apabila proses tersebut menghasilkan output 

yang maksimal dengan input minimal. Hal ini yang perlu diterapkan oleh pranata hukurn 

agar mampu menunjang ekonomi pasar yang efisien. 7 

Model kontrak standar/baku yang berkembang selama ini sebenarnya merupakan 

respon yang wajar terhadap interaksi yang terjadi di antara para pelaku bisnis. Mereka 

menuntut adanya lembaga yang mampu mewadahi dan memfasilitasi transaksi diantara 

mereka. Dari kacamata bisnis, model kontrak standar merupakan model yang ideal - karena 

pada umumnya - sudah matang tersaji. Hal ini sesuai dengan dalil-dalil efisiensi dan 

efektifitas yang mereka harapkan. 

Fenomena kemunculan kontrak standar dari awal mulanya sudah memancing 

polemik mengenai keberadaannya (eksistensinya), terutama apabila dihubungkan dengan 

5Charles Himawan, "Menerapkan Temuan IImiah Untuk mengikis Kemiskinan Peran Hukum Dalam 
Pembangunan Ekonomi", Jlukum DOli Pemoollg,mOll, Nomor 5 Tahun XXV, Oktober 1995, h. 385. 
7 Charles Himawan. "Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa HuJcum". 
Hukum Dan Pem!xmgulloll, Nomor 5 Tahun XXI, Oktober 1991, h. 435-445. 
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keseimbangan para pihak Dalam pelbagai model kontrak stamiar, yang pada umumnya 

bersifat adhesi (adhesie conlracl}R, - pada umumnya - didalamnya hampir se1alu 

mencantumkan klausula exoneratie/exemtie.9 Klausula tersebut merupakan "klausula 

baku"IO yang dibuat oleh salah satu pihak. Model kontrak baku yang (cenderung) berat 

sebelah, tidak memberikan altematif lain kepada pihak yang lemah (sekedar taken for 

granted). Dalam pola ini hanya ada satu altematif pilihan "take it or leave it". 

Mengenai keabsahan dari kontrak standar ini, paling tidak ada dua pendapat yang 

beTkembang, yaitu: 

. a. Pendapat yang menyatakan bahwa kontrak yang demikian itu sah. Pendapat ini antara 

lain didukung oleh Stein yang mengemukakan bahwa kontrak demikian itu merupakan 

"de ficlie van will vertrouwen" yang membangkitkan kepercayaan para pihak untuk 

mengikatkan diri. II AsseT-Rutten menyatakan bahwa setiap orang yang menandatangani 

peIjanjian bertanggung-jawab pada isi dan apa yang ditandatangani. 12 

8 Artinya kontrak atau perjanjian yang syarat umumnya ditetapkan oleh salah satu pihak saja dan pihak lainnya 
tinggal harus menyetujuinya saja secara keseluruhan .. Periksa N.E. Aigra. Et.al. Kamu.~ 1.\·lIlah Hukum Foclcema 
Andreae, Cet. I, Bina Cipt .. Jakarta, 1983, h. 17-18. 
9K1ausula eksonerasi (exolleralieclallsllle) artinya, syarat dalam persetujuan, dimana satu pihak membebaskan 
diri dari pertanggungjawaban (tanggung gugat-penulis) yang dibebankan kepadanya oleh hukum yang mengatur. 
Periksa N.E. Aigra. Ibid, h. 129. Menurut Sulan Remy Syabdeini, k1ausula eksemsi (exemptiOi/ clause) 
adalah klausula yang bertujuan untuk membebaskan at au membatasi tanggung jawab salah satu pihakterhadap 
gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan sernestinya melaksanakan 
kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut. Periksa Sulan Remy Syahdein~ Op.cil., h. 75 
10 Klausula baku, merujuk definisi pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tabun ) 999 tentang Perlindungan 
Konswnen (UU Perlindungan Konsumen), adaIah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang tdab 
disiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pe1aku usaha yang dituangkan dalam suatu 
dokumen danlatau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 
11 Ma,riaPi Darus Badrulzaman, PerjaJljiall Kredil HaliK, Citra Aditya Bakti, 8andung, 1991, h 37. 
Selanjutoy~ disingkat Mariam Badrulzaman (2) 
12 S"1fD Remy Syahdein~ op.cil., h. 69. E.H. Hondius juga mempunyai pendapat yang sejalan dengan 
pendapat Asser-Rutten. Periksa Compendium Hukum BelalJda, Leiden. 1978. h. 147 .. 
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Pendapat yang menyatakan kontrak itu tidak sah. Hal ini didukung antara lain Pitlo. yang 

menyatakan kontrak standar sebagai "dwang contract". \3 Sluyter menyatakan kontrak. itu 

secara materiil melahirkan "Iegio parliculiere wetgevers". 14 

13 Madam Darus Badrulzaman, op.cil. h. 37. 
14 Ibid 
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III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

a. Penelitian ini bertujuan untuk mencari model kontrak bisnis yang mampu 

memberikan jaminan kepastian hukum, memberikan rasa keadilan dan kcmanfaatan . 
(nilai tambah/added vallie) bagi para pelaku usaha. 

b. Diharapkan melalui penelitian ini akan diperoleh model kontrak win-win solution 

yang ideal sehingga mampu .memberikan posisi yang seimbang di antara para pihak. 

Dengan demikian pola kontrak win-win sollJlion itu akan mcnjadi suatu .liimbiosi ... 

mu/ualisma yang saling menguntungkan dalam dunia bisnis. 

C. Dari sisi praktis, beranjak dari pemikiran bahwa pranata hukum hendaknya tidak 

hanya dilihat dari sisi statisnya (law in book), melainkan harus diteropong dalam 

bentuk operasionalnya (law ini action). Hal ini mengingat berperan atau tidaknya 

hukum hanya dapat dilihat pada "law in aClion" dari hukum itu sendiri. Melalui 

penelitian ini diharapkan muncul format baru model kontrak win-win solution yang 

antisipatif, handal dan dinamis, serta mampu memberikan keadilan dan kepastian 

bagi para pihak. Mela1ui model kontrak ini diharapkan akan terwujud poJa hubungan 

saling menguntungkan (simbiosis mutualisma), yang pada akhimya menunjang iklim 

. usaha yang kondusif. Basil penelitian ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh pelbagai 

pihak, antara lain: 

~ Para pelaku bisnis; 

~ Para contract drafter; 

~ Akademisi; 

, Pihak lain yang membutuhkan pcmahaman tenlang model konlrak yang ideal. 

9 



• 

IV. METODE PENELITIAN 

a. Pendekatan masalah 

Pendekatan masalah yang diopergunakan untuk mengakji penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis nonnatif. Pemilihan pendekatan ini mengingat telaah terhadap 

pennasalahan penelitian ini bersumber pada materi perundang-undangarr, teori-teori, 

doktrin, serta konsep yang berhubungan dengan aspek hukum kontrak. 

8eranjak dari pendekatan ini akan dicari model kontrak bisnis yang ideal yang 

mampu memberikan rasa aman, kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan bagi para 

pihak. Melalui pendekatan ini akan dicoba ditawarkan konsep baru yaitu konsep win

win solution sebagai model alternatif dalam membingkai hubungan para pihak. 

Diharapkan melalui konsep win-win solution ini akan tercipta model kontrak yang 

seimbang serta saling menguntungkan. 

b. Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, meliputi: 

a. bahan hukum primer, yaitu peraturan perundangan yang terkait dengan aspek hukum 

perjanjian dan kontrak bisnis yang berbentuk standar, khususnya model kontrak yang di 

ambil dari lingkungan perbankan; 

b. bahan hukum sekunder meliputi tekshook, doktrin, jurnal, majalah, serta sumber-sumber 

lain yang berkait dengan hukum perjanjianlkontrak. 
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c. Analisis Bahan Bukum 

Dengan melalui tahapan-tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber 

bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yang kemudian dilakukan 

sistematisasi terhadap keseluruhan bahan hukum yang ada. Rangkaian tahapan 

inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi tersebut dimaksudkan untuk mempennudah 

pengkajian dari permasalahan penelitian. 

Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis dcngan menggunakan penalaran 

deduktif dan induktif. Sintesis dari kedua penalaran di atas untuk menjawab atau 

memberikan solusi pada masalah yang terkait dengan kontrak standar dimaksud. Melalui 

sintesis kedua penalaran ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung 

perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap azas kebebasanberkontrak 

yang mencerminkan keseimbangan bagi para pihak . 

• 
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V. HASIL DAN PEMBAiIASAN 

Melalui pemahaman terhadap nilai-nilai di alas, kiranya pola interaksi yang selama 

1m berkembang di masyarakat sehubungan dengan perjanjian yang di buat para pihak, 

dimana dalam berkontrak para pihak dihadapkan sebagai "Iawan konlrak", adalah pola pikir 

yang hams dihilangkan, khususnya dalam dunia bisnis. Pemikiran "/awan /wnlrak" pada 

dasarnya secara psikis (sadar atau tidak sadar, disengaja atau tidak disengaja) akan 

mewarnai pola pikir, sikap dan tindakan para pihak yang kesemuanya itu muncul, 

berkembang dan tertuang dalam penyusunan kontrak yang mereka buat. Hal ini dapat 

dicermati dalam pola kontrak-kontrak standar yang cenderung berat sebelah. 

Apa yang terjadi dilapangan merupakan konsekuensi logis dari pola pikir dan 

pemahaman yang salah kaprah mengenai azas kebebasan bcrkontrak. Sehingga dengan 

demikian para pihak berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan dirinya 

(menguntungkan dirinya) dalam berhadapan dengan lawan kontraknya, dan ia berusaha 

untuk membentengi dirinya dengan mencoba membuat kontrak yang isinya cenderung hanya 

menguntungkan dirinya sendiri, tanpa menghiraukan pihak lawan, bahkan · kalau perlu 

menjerat pihak lawan dengan klausula-klausula yang mematikan. Dengan pemahaman 

bahwa dalam berkontrak akan saling berhadapan lawan kontrak, berarti mereka sudah siap 

dengan senjata masing-masing untuk dil,lrahkan dan ditembakkan sewaktu-waktu. Dengan 

demikian sejak awal mula sudah ada saling kecurigaan diantara para pihak, dan agar supaya 

jangan sampai jatuh, kalah, dirugikan dan sebagainya, maka para pihak berusaha 

semaksimal mungkin untuk justru berbuat sebaliknya, sadar atau tanpa disadari, berusaha 

untuk menjatuhkan dan mematikan lawan. 
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Kesalahan yang sangat mendasar dalam memahami filosofi azas kebebasan 

berkontrak harus segera diluruskan dan dikembalikan pada rei pemahaman yang sebenarnya 

A.ZJJS ini menempatkan para pihak yang berkontrak dalam posisi yang seimbang, azas ini 

tidak menempatkan para pihak untuk saling berhadapan, menjatuhkan dan mematikan 

sebagai - lawan kontrak - justru sebaliknya azas ini menempatkan para pihak sebagai 

partner - milra kontrak. 

Melalui pemahaman ini (pola kemitraan), maka bangunan konsep lama yang terpola 

di benak para pihak harus dirombak, artinya di dalam membuat kontrak dengan mitranya itu 

harus diupayakan untuk selalu memikirkan bagaimana agar selain dia aman dan 

diuntungkan dengan kontrak itu, maka mitra kontrak tersebut memperoleh hasil dan manfaat 

. yang sama dengan dirinya. Alangkah ideal dan mulianya apabila konsep ini dapat 

dikembangkan di antara para pelaku bisnis. Dengan demikian pola itu akan menjadi suatu 

simbiosis mutualisma dalam dunia bisnis. 

Dengan pemahaman kemitraan niscaya akan terbangun suatu situasi yang. saling 

menghargai, menguntungkan, mengamankan tujuan para pihak sebagaimana yang tertuang 

dalam kontrak. Situasi kondusif yang dilandasi sikap win-win altitude pada akhimya akan 

bennuara pada situasi "win-win solution". Untuk itu dalam pembuatan suatu kontrak harus 

dihinda,ri sikap yang selalu ingin menang sendiri, karena sikap ini justru akan 

mengakibatkan runtuhnya pondasi konsep "win-win solution" di atas. Terciptanya situasi 

, yang kondusif bagi para pihak tersebut, pada akhimya akan menghasilkan kontrak yang 

menguntungkan para pihak. Tentunya basil akhir "win-win solution" ini yang diharapkan 

para pihak dalam berkontrak. 
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Selanjutnya apabila membicarakan azas kebebasan berkontrak dengan nuansa win-

win solution, berarti juga berbicara keseimbangan para pihak yang akan menyentuh pada 

kajian menciasar mengenai makna keadilan dalam berkontrak. Tentunya dalam mengkaji 

dan menganalisis kebebasan berkontrak yang dikaitkan dengan aspek keadilan haruslah 

diletakkan pada pemahaman kontekstualnya bukan sekedar pada tekstualnya. Tentunya 

sangat naif dan terlalu menyederhanakan (atau bahkan kerdil) apabila menyimpulkan 

keadilan dalam konteks "sarna rata, sarna rasa" (suatu keadilan yang komutatif - ius 

komutativa). Terlebih apabila dikaitkan Jengan azas kebebasan berkontrak, maka pola pikir 

mengenai konsep keadilan disini harus diinterpretasikan lebih sistematis dan komprehensif. 

Dalam mengkaji masalah keadilan, kita harus menempatkannya dalam kerangka dan 

konteks dimana keadilan itu berada. Dalam dunia bisnis yang sudah demikian maju, 

demikian pula dengan pola-pola hubungan yang ada, maka konteks "adil" harus dibaca dan 

ditelaah dalam konteks yang berlaku dunia bisnis itu. Tentunya harus dicermati bahwa adil 

disini bukan pada sekedar perbandingan angka-angka secara matematis, namun terlebih dari 

itu apakah dengan pembagian seperti itu sudah memberi "nilai lambah" dan "nilai man/oat" 

bagi para pihak. Apabila terdapat nilai tam bah dan nilai manfaat dalam pola pembagian 

tersebut maka itulah keadilan yang proporsional yang disepakati para pihak, dan itulah 

malena kebebasan berkontrak yang adil (secara proporsional - ilL'~ distrihutiva). 

Azas kebebasan berkontrak hendaknya selalu dapat dikaji dan dihubungkan dengan 

azas-azas lain yang terkait, seperti azas konsensualisme, azas keseimbangan; azas k~kuatan , 

mengikat suatu perjanjian, azas keadilan, azas kepercayaan, dan azas itikad baik. Menurut 

Niewenhws,.azas-azas hukum itu berfungsi sebagai pembangun sistem. dan lebih lanjut 8ZaS-
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azas itu sekaligus membentuk sistem "check and balance".15 Melalui pendekatan ini. ada 

tujuan yang diemban yaitu agar tercipta suatu kontrak yang adil, kontrak yang win-win 

solution yang mencenninkan suatu hubungan simhiosis mUlua/isma. 

Apabila menyimak pengaturan Buku 1Il BW yang bersifat terbuka, dimana sifat itu 

tercennin dari pasal 1338 (1) BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. lstilah "semua" 

didalamnya terkandung - azas parti} aU/onomie; freedom of contract; contract vrijheid -

. memang sepenuhnya menyerahkan kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk 

perjanjian yang akan mereka buat. termasuk penuangan dalam bentuk kontrak standar. 

Sedang istilah "secara sah" bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah 

(menurut hukum) adalah menbrikat (vide pasal 1320 BW). Di dalam pasal 1320 BW 

terkandung azas yang esensial dari hukum perjanjian yaitu azas konsensualisme yang 

menentukan "ada"nya perjanjian (raison d'etre, het bestaanwaarde). 16 Di dalam azas ini 

terkandung "kehendak para pihak" untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan 

kepercayaan (vertrouwen) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. 

Anls konsensualisme sebagaimana terdapat dalam pasal 1320 BW butir 1. yaitu 

kesepakatan dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Menurut azas 

ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Disini yang ditekankan 

adalah adanya persesuaian kehendak (meeting of mind) sebagi inti dari hukum kontrak. 11 

15 Dengan adanya "check and ba/ance" suatu kontrak akan menemukan jati dirinya yang seimbang. Periksa 
Henry P. Panggabean, Pe11ya/ahg7l1l(J(J1I Keadaa11 (Misbmik WI11 ()m.~/alldighedm) Sebagai A/asan (Baru) 
U11luk Pembala/a11 Perjalljian (Berbagai I'erkembullgal/ H7Iirum dl He/al/da), ret I, Liberty, Yogjakarta, )992, 
h.7. 
16 Mariam Darus Badrulzaman (1), op. cil., h. 108-109. 
17 Djasadin Saragih, Seki/as PerbaJ/dillgall Jlllklim KOllirak ('/1'11/011' dall ('on/moil Lall', Lokakarya ELiPS 
Projects-Materi Perbandingan Hukum Perjanjian.. Kerjasama FH Unair dengan FH UI, Hotd Sahid Surabaya, 
1993, h. 5. 
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Dasar keterikatan kontraktual berasal dari pemyataan kehendak. yang dibedakan 

dalarn dua unsur yaitu kehendak dan pemyataan. III Dalam situasi normal antara kehendak 

dan pemyataan saling bersesuaian,19 namun tidak menutup kemungkinan terjadi bahwa 

antara kehendak dan pemyataan terdapat ketidaksesuaian. Untuk menganalisis adanya dasar 

. keterikatan kontraktual dapat dikaji dari perkembangan tiga teori, yaitu: 

a. Teori kehendak (wilsleer; wilstheorie), menyatakan bahwa keterikatan kontraktual baru 

ada hanya jika dan sejauh pemyataan berlandaskan pada putusan kehendak yang 

sungguh-sungguh sesuai dengan itu. Keberatan terhadap teori ini karena dalam lalu-

lintas hukum sangat sulit untuk mengetahui apakah pemyataan yang dibuat seseorang 

itu sesuai dengan kehendaknya. Sehingga selalu menimbulkan pertanyaan apakah ada 

kepastian hukum mengenai lahimya keterikatan kontraktual. 20 

b. Teori pemyataan (verkalringsleer; verklaringsrheone), menyatakan .bahwa seseorang 

itu terikat dengan pemyataannya. Kelemahan dari teori ini apabila terdapat pemyataan 

yang temyata tidak sesuai dengan kehendak.21 

c. Teori kepercayaan (vertrouwensleer; vertrouwenstheorie). adalah teori baru yang 

merupakan ajaran yang diikuti (hersendeleer), sebagai jalan tengah yang menjembatani 

kelemahan dan kekurangan dua teori sebelumnya. Toeri ini menyatakan bahwa 

pemyataan yang menjadi landasan keterikatan kontraktual adalah pemyataan yang 

selayaknya menimbulkan kepercayaan bahwa hal itu sesuai dengan putusan kehendak. 22 

18 Kehendak dan pemyataan (wils en I'erkalril/~) merupakan syaral terpenling daJam sualu perjanjian: Periksa 
Wirjono Projodikoro, Azas-Azas HI/tum Perdala, Sumur, Bandung, 1991, h 38 
19 Dalam situasi yang ideal antara kedua unsur itu saling bertemu, salunya kata satunya perbualan. apa yang 
tersirat sarna dengan YlUlg tersurat. 
10 J.B. Niewenbuis, ll~k.ok..J)oIwk..Hllktim Penkalal/, terjemahan D. Saragih. Surabaya, 1985, h 8 
21 Ibid h. 8. 
22 Ibid 
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Sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh dalam satu sistem, maka penerapan 

Pasal 1338 (1) BW harus juga dikaitkan dengan kerangka pernahaman pasal-

pasallketentuan-ketentuan yang lain, yaitu: 

a. Pasal 1337 BW, yang rnenyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang 

oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban 

umum. 

b. Pasal 1338 (3) BW, yang menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan 

itikad baik (contractus bvnafidei - kontrak berdasarkan itikad baik). Maksudnya 

perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Menurut Hoge Raad, 

itikad baik adalah ketentuan yang menyangkut ketertiban urn urn dan kesusilaan yang 

tidak boleh dikesarnpingkan oleh para pihak. 23 Persetujuan tidak hanya ditetapkan oleh 

kata-kata yang dirumuskan oleh para pihak, rnelainkan juga oleh keadilan dan itikad 

baik. Dengan demikian pernahaman terhadap azas kebebasan berkontrak tetap utuh dan 

komprehensif, tidak hanya sebatas pernahaman yang gramatikal dan fatamorgana. 24 

C. Pasal 1339 BW menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kebiasaan dan undang-

undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam pasal 1339 BW bukanlah kebiasaan setempat, 

• 
akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan. 

d. Pasal 1347 BW mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya 

disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian (bestandig gebruiklijk 

beding). 

23 ltikad baik (goede trouw; good faith) tidak hanya harus ada pada saat pelaksanaan kontraklperjanjian., tetapi 
hams ada pada saat proses pembuatan kontraklperjanjian tersebut (pre contractual fase). 
24Fatamorgana, saya maksudkan bahwa pemaharnan para pihak terhadap az.as kebebasan ber\contrak belum 
menyentuh pada nilai esensinya, yaitu menempatkan posisi para pihak yang berlcontrak dalam \ceadaan yang 
seimbans. Pem,dwnan yang ada baru pada upaya bagaimana membuat kontrak yang bebas dan menguntungkan 
diri sendiri tanpa meperhatikan kepentingan pihak lain. Pemahaman ini belum sistematis. dan \comprehensif. 
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Dengan demikian yang harus dipahami dan menjadi perhatian, bahwa azas 

kebebasan berkontrak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1338 (1) BW tersebut 

hendaknya dibacaldiinterpretasikan dalam kerangka pikir yang menempatkan posisi para 

pihak dalam keadaan seimbang-sederajat. Azas ini secara filosofis mentabukan apabila 

dalam suatu perjanjian terdapat ketidak seimbangan, ketidak adilan, ketimpangan, posisi 

berat sebelah dan lain-lain, yang pada intinya menempatkan salah satu pihak di atas pihak 

yang lain, suatu "exploatation de 'Ihomme par I'homme." Apabila hal itu tcIjadi, maka justru 

merupakan pengingkaran terhadap azas kebebasan berkontrak itu sendiri. 

Model kontrak standarlbaku yang berkembang sclama ini sebenamya merupakan 

respon yang wajar terhadap interaksi yang terjadi di antara para pelaku bisnis. Mereka 

menuntut adanya lembaga yang mampu mewadahi dan memfasilitasi transaksi diantara 

mereka. DaTi kacamata bisnis, model kontrak standar merupakan model yang ideal - karena 

pada wnwnnya - sudah matang tersaji. Hal ini sesuai dengan dalil-dalil efisiensi dan 

efektifitas yang mereka harapkan. 
, 

Secara sederhana dapat diuraikan alur pola hubungan para pihak dalam penyusunan 

kontrak yang berlandaskan pada azas kebebasan berkontrak, dimana pada akhimya akan 

menghasilkan suatu kontrak "win-win solution" bagi para pihak, sebagai berikut: 

Secara sederhana dapat diuraikan alur pola hubungan para pihak dalam 

penyusunan kontrak yang berlandaskan pada azas kebebasan berkontrak, dimana pada 

akhimya akan menghasilkan suatu keadaan "win-win solution" bagi para pihak, 

sebagai berikut: 

a. Hubungan para pihak dibangun berdasar pola azas kebebasan berkontrak ( pasal 

1338(1) BW dengan tetap memperhatikan dan mengacu ketentuan lain yang 

, karena masih menginterpretasikan kebebasan berkontrak dalam konteks interpretasi wamalikal. khususnya 
terhadap pasal1338 (1) BW taopa memperhatikan nonna lain yang terkait. 
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membatasi), penylmpangan dari kebebasan berkontrak justru memunculkan 

"penyalahgunaan keadaan" (misbruik van omstandigheden: undue influence); 

b. Kontrak yang disusun mengacu pada ketentuan pasal 1320 BW (mengenai syarat 

sahnya kontrak); • 

c. Para pihak yang berkontrak adalah '~PARTNER-MITRA"; 

d. Karena dalam penyusunan kontrak itu yang saling berhubungan adalah mitra, maka 

pola yang dkembangkan dalam hubungan tersebut adalah pola sismbiosis mUlualisme~ 

e. Pola hubungan kemitraan tersebut akan dapat tercipta dan dikembang~an apabila 

kondisinya menunjang, untuk itu perlu dipolakan suatu hubungan yang kondusif, 

sehingga dengan adanya kondisi yang kondusif diyakini akan tercipta suatu keadaan 

yang "win-win silualiun"~ 

f. Dalam proses pra kontraktual, kontraktual,maupun pasca kontraktuallpelaksanaan 

harus senantiasa dipahami kerangka dasar hubungan yang saling menguntungkan para 

pihak, sehingga segal a sesuatunya selalu dikembalikan pada pola dasar hubungan 

diantara mereka. Dengan demikian seandainya terjadi (meskipun tidak diharapkan) 

ada perbedaan pendapat (kalu tidak ingin dikatakan sengketalkonflik), maka upaya 

penyelesaiannya pun harus mengacu pada pola penyelesain yang bemuansa dan 

bermuara pada hasil yang saling menguntung, "win-winsolulion"; 

g. Pola penyelesaian yang paling cocok dan sesuai dengan kondisi dan pola hubungan 

tersebut adalah rnelalui Alternative IJi.\pute resolution (ADR), yang rneliputi: 

mediasi, negosiasi, arbitrase. Mengapa pola ini paling tepat. Tidak lain karena poJa 

ini dikembangkan dari dasar pernik iran bahwa scngketa yang muncul diantara para 

pihak itu dapat diselesaikan dengansemangat saling menguntung. dilandasi dengan 

semangat "win-win solution". 

19 



ALUR PEMBUATAN KONTRAK WIN-WIN SOLUTION 

Landasan 
Azas 

Kebebasan 
Berkontrak 

.• Hubungan dcngan 
. azas-azas lain· 
. - keseimbangan; 
, - keadilan: 
, - kepercayaan : 
: - itikad baik. 

~mlindalam 
-sikap para pihak 
-Will-Will atuwde 
-isi kontrak 

IlasiVlujuan • 
-will-will so/utioll 

-s,mhums mllfllaflsmt' 

-bisnis yang sehat 

Pada prinsipnya para pelaku bisnis dalarn hubungan dengan pihak lain senantiasa 

mengharapkan kontrak yang mereka buat akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

Namun demikian, dalam perjalanan waktu tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa 

diantara mereka, meskipun hal ini sebenamya sarna sekali tidak diharapkan. Seperti halnya 

dalam penyusunan kontrak bisnis yang perlu menekankan konsep win-win solution. maka 

dalam hal terjaqi sengketa tentunya perlu diupayakan penyelesaian yang terbaik. Suatu 

penyelesaian sengketa yang cepat. efektif dan efisien. 

Sudah menjadi kesadaran umum mengenai tidak efektif dan efisiennya proses 

penyelesaian sengketa melalui proses litigasi. Bahkan bclakangan muncul kt:itik bahwa 

proses penyelesaian sengketa melalui pcradilan bersifat huang waktu dan mahal. Bagi dunia 

bisnis proses yang demikian jelas akan mengakibatkan bonafiditas dan kredibilitas rendah 

serta ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Karenanya penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan tetap merupakan upaya "ultimum remidium ". Pengadilan dipandang sebagai "the 

last resod', sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan.~~ 

H M• Vabya "arabap, op. cit, h. 160. 
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Dalam penyelesaian sengketa bisnis diantara rnereka rnaka penyelesaian yang terbaik 

dan ideal adalah pola penye1esaian win-win solution, yaitu rnelalui Alternative Dispute 

Resolution (ADR). Pola ADR ini dipandang sebagai altematif terbaik bagi para pihak. 

Melalui wadah ini keberadaan para pihak sarna-sarna terlindungi. Kredibilitas rnaupun 

bonafiditas para pihak tetap terjaga, selain itu rnengapa ADR dipandang sebagai pilihan 

terbaik (the best choice), adalah:26 

a. bersifat "in/ormaf'; 
b. penyelesaian secara "kooperatij' oleh para pihak yang bersengketa; 
c. biaya "rnurah" (nominal cost atau :ero-,·o.\"t): 

d. penyelesaian "cepat" (quick); 
e. rnenyelesaikan scngkcta scrta ,mcmpcrbaiki hubungan "11/1I'\"(I eh:pan" (the: 

future); 
f. penyelesaian secara "kornprorni" (compromise); 
g. hasil yang dicapai sarna-sarna "menang" (will-w/1/); 
h. hubungan sernakin "mesra"; 
1. "tidak antagonistik" serta tidak ada dendam: 
J. pernenuhan secara "sukarela". 

Dalam kerangka kontrak "win-win solution ", rnaka sejak awal pernbuatan kontrak 

sampai pelaksanaannya, serta apabila kernungkinan terjadi sengketa di antara para pihak 

hendaknya senantiasa dihindari hal-hal yang dapat rnerusak pola kernitraan yang terbingkai 

dalam kontrak. Sehingga upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak juga 

diarahkan pada pola penyelesaian "win-win solution ". 

26 Ibid., h. 169. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Dalam penyusunan kontrak bisnis yang mengacu pada azas kebebasan berkontrak 

hendaknya senantiasa memperhatikan aspek-aspek lain yang membatasinya. 

b. Hendaknya senantiasa diperhatikan bahwa hubungan para pihak yang berkontrak 

adalah sebagai mitra atau partner. 

c. Kemitraan dalam berkontrak diantara para pihak tersebut mengarAh pada pola 

hubungan simbiosis mutualisma (saling menguntungkan) yang pada akhimya 

bermuara pada "win-win so/ution" . 

• 

22 



DAFTAR PUSTAKA 
.. 

Buku 
I t 

Algra, N.E., et. a1. , 1983, Kamus Isli/ah Hukum Fockema Andreae, Cet. I, Bina Cipta., 
Jakarta. 

Badrulzaman, Mariam Darns, 1983, Kilah ClndulIg-(Jndang Hukum Perdala Buku III 
Tenlang Hukum Perikalall IJengc/II PI!I1/e/ClS(JIl, Alumni , Bandung. 

---------, 1991, Perjanjian Kredil Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung. 

Compendium Hukwn Be/anda, 1978, Leiden. 

Harahap, M. Yahya, 1997, Beherapa Tinjau(J1I Tenlang PermusalalulII Hukum (buku kesat~), 
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 

Niewenhuis, J.H., 1985, Pokok-Pokok Hukum Perikalan, tcrjemahan Djasadin Saragih, 
Surabaya. 

Panggabean, Henry P., 1992, Penya/ahgunaall Kcadaall (Mishruik van Omslandigheden) 
Sebagai A/asal1 (Baru) Unluk t>emha/a/all Perj(JJyiall (HL'I'hagai Ilerkemhallgall 
Hukum di Be/anda), Liberty, Yogjakarta. 

Sidharta, B. Arief, 1999, Rejleksi lenlallg SlruklUr /1"111 Huk1l1Jl , Mandar Maju, Bandung. 

Syahdeini, Sutan Remy, 1993, Kebehasall Berkonlrak /Jan PerlinJungan Yang Seimbang 
Bagi para Pihak Dalam Perjanjian KreJil Hank f)i Indone.sia, Institut Bankir 
Indonesia, Jakarta. 

Wiljono ProJodikoro, 1992, Azas-Azas Hukum Perdala, Sumur, Bandung. 

Juroal & Majalah Hukum 
Hukum Dan Pembangunan, Nomor 5 Tahun XXI, Oktober 1991 . 
.... __________ ... __ _ _ , Nomor 5 Tahun XXV, Oktober 1995. 
Yuridika, NO.6 Tahun IX, November-Descmber 1994. 

Lokakarya, Seminar 
Lokakarya ELfPS Projecls-Maleri /Ja hclllJlIIgul1 II uk 11111 IlerjUly'iclIl, Kcrjasarna FIl Unair 
dengan FH Ul, Hotel Sahid, Surabaya, 1993. 

Seminar Peran Hukum Hisnis Nfenglwdapi I:'ra AI-TA dOll A/l/:·(·. Diselenggarakan Senat 
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Garden Palace Hotel, Surabaya, 6 Maret 
1997. 

23 M ' T I 
PERPUSTAKA N 

t lVPRSlTAS AIRL.\Ng 
UH. AB A 


	JUDUL
	RINGKASAN
	DAFTAR lSI
	I. PENDAHULUAN
	II. TINJAUAN PUSTAKA
	III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
	IV. METODE PENELITIAN
	V. HASIL DAN PEMBAHASAN
	VI. KESIMPULAN DAN SARAN
	DAFTAR PUSTAKA



